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Restrukturisasi Pembiayaan, Wanprestasi.

Restrukturisasi menjadi alternatif penyelesaian pembiayaan bermasalah sesuai
ketentuan UU No. 10 Tahun 1998, namun tidak semua nasabah debitur memiliki
alternatif tersebut untuk mencegah pihak bank menguasai agunan yang dijadikan
jaminan pembiayaan. Kondisi ini terjadi pada nasabah debitur Bank Aceh
Syariah yang tidak dikabulkan upaya restrukturisasi pembiayaan, sehingga
nasabah debitur mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar’iyah Kota Banda
Aceh dengan gugatan perbuatan melawan hukum atas penolakan restrukturisasi
pembiayaan, namun gugatan tersebut ditolak oleh majelis hakim. Fokus
permasalahan penelitian ini yaitu pada pertimbangan hakim terhadap materi
gugatan restrukturisasi pembiayaan murabahah dan alasan menolak gugatan
pada putusan No. 260/Pdt.G/2023/Ms.Bna. Metode riset yang digunakan pada
penelitian dengan pendekatan yuridis normatif dan jenis penelitian case study
dengan data primer dalam bentuk dokumentasi. Hasil penelitiannya yaitu
penolakan Majelis Hakim atas pokok gugatan disebabkan tidak terbukti pihak
Bank Aceh Syariah sebagai tergugat melakukan penolakan atas permohonan
restrukturisasi pembiayaan murabahah disebabkan covid-19. Pihak bank telah
melakukan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku. Pertimbangan hukum
yuridis bahwa hakim telah memastikan para pihak melaksanakan isi perjanjian
sesuai dengan ketentuan UU, restrukturisasi covid-19 tidak sesuai persyaratan.
Alasan hakim menolak gugatan didasarkan fakta pada proses persidangan bahwa
pihak tergugat tidak terbukti melakukan wanprestasi dan dinyatakan tidak
bersalah. Majelis hakim menilai bahwa materi gugatan pihak penggugat tidak
tepat terutama pada poin yang menyatakan bahwa pihak tergugat telah
melanggar dan ingkar janji atas penolakan restrukturisasi pembiayaan
murabahah tersebut telah merugikan pihak tergugat. Majelis hakim menyatakan
bahwa putusannya telah memenuhi asas keadilan dan asas audit et alteram
partem (tidak memihak serta memperlakukan sama kepada para pihak).
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Alhamdulillah, puji beserta syukur kepada Allah SWT vyang telah
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Shalawat beserta salam penulis persembahkan kepada baginda Nabi Besar
Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat yang telah memberikan
pencerahan kepada umat manusia sehingga dapat merasakan nikmatnya iman
dalam Islam, nikmat kemuliaan dalam ilmu pengetahuan serta membimbing
seluruh umat manusia menuju agama yang benar di sisi Allah yaitu agama
Islam.
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Restrukturisasi Pembiayaan Penggugat (Studi Kasus Putusan Hakim
Mahkamah Syar’iyah Nomor 260/Pdt.G/2023/MS.Bna)”. Penulisan karya
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pihak sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dalam
kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku
Wadek 1, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek 11, Bapak Dr.
Ali Abubakar, M.Ag selaku Wadek I11.
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dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam membimbing, serta
begitu banyak memberikan masukan, nasehat, ide-ide, serta menyisihkan
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Ibu Rukaiyah, orang yang berperan sangat penting dalam hidup penulis
dan menjadi alasan kuat penulis untuk bertahan serta membuktikan
bahwa penulis bisa menyelesaikan apa yang sudah dipilih. Mereka
memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku
perkuliahan, tetapi berhasil mendidik anaknya sehingga memiliki tekad
yang kuat dan mental yang tidak takut untuk mengambil keputusan atas
hidupnya. Bahagia selalu Cinta pertama dan Pintu Surga Marza.

Kepada orang-orang terkasih saudara saudari penulis, Marfuzah,
Irhamna, dan Muhammad Asykar yang selalu memberikan support dan
dukungannya untuk penulis hingga menyelesaikan skripsi ini sampai
selesai.

. Orang-orang terdekat penulis, kepada Wiji terimakasih telah berjalan
beriring tanpa bersaing, juga Alia arifina dan Salwa amanda yang telah

membersamai penulis dari 9 tahun yang lalu.
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8. Kepada sosok yang belum diketahui namanya namun sudah tertulis jelas
di lahul mahfuz. Terimakasih sudah menjadi salah satu motivasi penulis
untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai upaya memantaskan diri.
Semoga kita berjumpa di versi terbaik kita masing-masing.

9. Terakhir, terimakasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan
tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis
karya tulis ini yaitu diri saya sendiri, Marzatul. Seorang anak usia 20
tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil
pada umumnya. Terimaksih ya telah hadir di dunia dan sudah bertahan
sampai sejauh ini, memendam semua beban dan melewati banyaknya
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saya bangga atas pencapaian yang telah di raih dalam hidup mu dan
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pengharapan tidak sesuai dengan ekspektasi, namun harus tetap
bersyukur terimakasih selalu mau berusaha, bekerjasama dan tidak lelah
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Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata
sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis.

Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat
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Banda Aceh, 18 Desember 2024
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TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab
dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf

Latin.
Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf | Nama | Huruf Nama
Arab Latin AL L atin
\ Alif tidak tidak h ta’ ] te (dengan
dilamba | dilamba titik di
ngkan | ngkan
bawah)
- Ba’ B Be L za z zet (dengan
titik di
bawah)
< Ta’ T Te Z ‘ain ‘ koma
terbalik (di
atas)
& Sa’ S es ¢ Gain | G Ge
(dengan
titik di
atas)
z Jim J Je - Fa’ F Ef
z Ha’ h ha A Qaf Q Ki
(dengan
titik di
bawah)




z Kha’ | Kh kadan | ¢ Kaf K Ka
ha
2 Dal D De J Lam |L El
3 Zal Z zet 2 Mim | M Em
(dengan
titik di
atas)
D Ra’ R Er O Nan | N En
J Zai V4 Zet g Wau | W We
o Sin S Es > Ha’ H Ha
o Syin Sy esdan |« Hamz | Apostrof
ye ah
o= Sad S es ¢ Ya’ Y Ye
(dengan
titik di
bawah)
o= Dad d de
(dengan
titik di
bawah)
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tnggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
fathah A A
Kasrah I I

dammah U U
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2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf | Nama
e fathah dan ya’ Ai adani
. fathah dan wau Au adanu
Contoh:
&K -kataba & -suila
S -kaifa Jds -haula
d= fa‘ala K4 -Zukira
(AN -yazhabu
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan | Nama Huruf dan Nama

Huruf Tanda

R fathah dan alif atau A a dan garis di atas
ya’

e kasrah dan ya’ 1 i dan garis di atas

EIRE dammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:
J&  -gala =D -rama
Js -gila 358 -yagilu
4. Ta’ marbitah

Transliterasi untuk ¢@ marbitah ada dua:

1) Ta’ marbitah hidup
Xii




Ta’ marbitah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah ‘t’.
2) Ta’ marbitah mati
Ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat yang sukun,
transliterasinya adalah ‘h’.
3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah @’ marbitah itu
ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:
JukYlias,  -raud ah al-agfal

3554 é8adl -al-Madmah al-Munawwarah

2

dall -talhah
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan degan
sebuah tanda, tanda Syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah
tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang

diberi tanda syaddabh itu.

Contoh:
Eriy -rabbana J3  -nazzala
2 -al-birr gl qal-hajj
Azl -nu ‘ima

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu ( J'), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah
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Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan
sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti
huruf syamsiyyahi maupunhuruf gamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari

kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:
Jao -ar-rajulu sul  -as-sayyidatu
Ol -asy-syamsu A&l -al-galamu
&l -al-badr‘u AN -al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.
Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh:
PR -ta’ khuzina & 3 -an-nau’
(o -syai’un o -inna
&yl -umirtu K -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.
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Contoh:

O 5 A 5l ) -Wa inna Allah lahuwa khair ar-razigin

-Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O Siall SLEHN 38508 -Fa auf al-kaila wa al-mizan
-Fa auful-kaila wal- mizan
Jadl a5 -Ibrahim al-Khalil
-Ibrahimul Khalil
W e 3la ) hae il ol -Bismillahi majrahd wa mursah
il o e W) e i -Wa lillahi ‘ala an-ndsi hijju al-baiti
S 3] ¢ Uil -Man istata ‘a ilahi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permualaan kalimat. Bilamana nama diri
itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap

huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
U5V 3232 \G5  -Wa ma Muhammadun illa rasul
oWl gm e oalsl &) -Inna awwala baitin wud i ‘a linndsi
&5 e ag, Gl lallazi bibakkata mubarakkan
Gisall a3 033 o3 Glimas e -Syahru Ramadan al-lazi unzila fih al
Qur’anu
-Syahru Ramad anal-lazi unzila fihil qur’anu
ol BN LSl -Wa lagad ra’ahu bil-ufug al-mubmn

-Wa lagad ra’ahu bil-ufuqil-mubini
Gl G o dasall - Alhamdu lillahi rabbi al-‘alamin
-Alhamdu lillahi rabbil ‘alamin
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Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.

Contoh:

Co Byl Geial  -Nasrun minallahi wa fathun qari
Gaed %I -Lillghi al-amru jami ‘an
ale o0 3 @5 -Wallaha bikulli syai ‘in ‘alim
10. Tajwid
Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi
ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid, karena itu
peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.
Catatan:
Modifikasi
1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasin seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkn nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Samad Ibn Sulaiman.
2) Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayriit; dan sebagainya.
3) Kata-kata yang sudah dipakai (Serapan) dalam Kamus Besar Bahasa

Indonesia tidak ditranslitersikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan dan perkembangan Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) di
Aceh semakin pesat, yang mengharuskan lembaga keuangan syari’ah terutama
bank syari’ah harus tetap ekstra hati-hati pada pengelolaan usahanya yang
rentan terhadap berbagai risiko usaha seperti fraud dan wanprestasi yang akan
secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan bank, sehingga akan
mengganggu  profitabilitas dan kesehatan bank.! Namun dalam realitas
operasional bank syari’ah tetap harus berhadapan dengan berbagai problem
pembiayaan yang disebabkan nasabah tidak mematuhi klausula-klausula
pembiayaan yang telah disetujui pada saat akad dilakukan sehingga
menyebabkan pembiayaan bermasalah, terutama disebabkan ketidakmampuan
nasabah debitur memenuhi kewajibannya dalam mengangsurkan atau mencicil
pembiayaan yang telah diperoleh dari bank yang merupakan komponen
keuntungan yang merupakan hak bank syari’ah.?

Ketidakmampuan nasabah debitur mengembalikan pembiayaan yang
telah diperoleh menjadi permasalahan kolektibilitas bagi bank syari‘ah.
Wanprestasi  debitur tersebut tentu saja rentan menimbulkan sengketa
disebabkan perbedaan kepentingan antara bank dan nasabahnya. Untuk itu
diperlukan lembaga yang mempunyai kredibilitas dan berkompeten untuk

menyelesaikan sengketa baik secara damai seperti mediasi dan arbitrase melalui

Y Indikasi berkurangnya kesehatan bank lazimnya ditandai dengan fungsi intermediasi
terganggu akibat alokasi penyediaan dana untuk pembiayaan sektor-sektor produktif menjadi
terbatats, lalu lintas sistem pembayaran yang dilakukan perbankan tidak lancar dan efektifitas
kebijakan moneter terganggu. Chandara Utama, “Mengukur Tingkat Kesehatan Bank di
Indonesia”. Jurnal Bina Ekonomi, Vol. 10, No. 1, (Januari 2006), him. 48.

2 Muhammad Maulana, Model Transaksi Ekonomi Kontemporer Dalam Islam, (Banda
Aceh: Dinas Syariat Islam, 2020), him. 56.
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Basyarnas maupun secara litigasi seperti pengadilan seperti Mahkamah
Syar’iyah® dan Pengadilan Negeri.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan
perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 telah menjelaskan
tentang ketentuan-ketentuan dari pembiayaan yang ada pada perbankan syari’ah
dan seluruh sistem operasional perbankan syari’ah harus dilakukan secara
transparan dan akuntabel serta bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan.*

Pada tingkatan pengembalian angsuran pembiayaan berdasarkan surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/267/KEP/DIR. Tanggal 27 Februari
1998 tentang Kualitas Produktif dan Pembentukan Cadangan, ditetapkan tingkat
5 tingkat kolektibilitas yang secara langsung berpengaruh pada pola penanganan
dan strategi yang harus dilakukan oleh manajemen bank syari’ah dalam
menghadapi nasabahnya, terutama pada tingkat pembiayaan macet, maka harus
dilakukan rescheduling atau penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta
memperkecil jumlah angsuran. Dilakukannya tindak lanjut relaksasi kepada aset
jaminan nasabah. Selain yang disebutkan secara umum bank syari’ah dalam
menyelesaikan pembiayaan bermasalah juga dapat melakukan beberapa upaya
lain seperti dengan cara merestruktur pembiayaan, mengeksekusi agunan,
melakukan gugatan ke Pengadilan Agama, atau dengan cara menyelesaikan
lewat Badan Arbitrase Syari’ah Nasional (BANI).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015
dan PBI No. 14/15/PBI1/2012 restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan
yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Program restrukturisasi

8 Mahkamah Syar’iyah adalah lembaga peradilan Syari’at Islam di Aceh yang
merupakan pengembangan dari Peradilan Agama. Sofyan M. Saleh, Artikel Mahkamah
Syar’iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, (Banda Aceh, 15 Oktober 2004), him 6.

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.



pembiayaan akan memberikan pembayaran hutang dengan syarat yang lebih
ringan dibandingkan dengan syarat sebelum proses restrukturisasi sehingga
dapat memperbaiki posisi keuangan debitur.®

Mekanisme restrukturisasi pembiayaan dilakukan dengan cara sebagai
berikut, penjadwalan kembali (rescheduling), vyaitu perubahan jadwal
pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, persyaratan kembali
(reconditioning), vyaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan
pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka
waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban
nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank Umum Syari’ah atau Unit Usaha
Syari’ah, dan penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan
pembiayaan yang tidak terbatas pada rescheduling atau reconditioning, antara
lain meliputi penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank Umum Syari’ah atau
Unit Usaha Syari’ah dan berbagai bentuk lainnya sebagai upaya penerapan
prinsip kehati-hatian dan prinsip syari’ah serta prinsip akuntansi yang berlaku.®
Dalam bank syari’ah menggunakan restrukturisasi dengan metode penjadwalan
kembali yaitu dengan memperpanjang waktu angsuran dengan margin yang
sama.

Permasalahan restrukturisasi bisa diselesaikan secara litigasi karena
termasuk kedalam sangketa ekonomi syari’ah. Sebuah komitmen dapat berujung
menjadi sengketa ketika pihak yang seharusnya melaksanakan kewajibannya
malah melanggar apapun alasannya itu tidak dapat dibenarkan. Setelah terjadi
sengketa para pihak bebas menyelesaikan perkara ini secara litigasi maupun
non-litigasi selama itu adalah hasil keputusan bersama. Penyelesaian sengketa
melalui jalur litigasi pada pelaksanaannya diatur dalam Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

® Biner Sihotang dan Elsi Kartika Sari, “Restrukturisasi Sebagai Penyelamatan Kredit
Bermasalah Pada Bank” , Vol. 2, No. 23, (tahun 2019), him 2.

6 Surat Edaran BI untuk Semua Bank Umum Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah di
Indonesia No. 10/34/DPbS Jakarta, 22 Oktober 2008.



Adanya perkara yang masuk pada Mahkamah Syari’ah Kota Banda Aceh
dengan Nomor Perkara 260/Pdt.G/2023/MS.Bna bahwa nasabah PT Bank Aceh
Syari’ah seorang pelaku usaha UMKM dengan jenis usaha pengolahan tepung
tapioka, tepung sagu, dan tepung pisang yang beralamat di Peureulak, Aceh
Timur sebagai penggugat melawan direktur utama PT Bank Aceh Syari’ah yang
beralamat di Jalan Mr Mohd Hasan No. 80 Batoh, Kecamatan Lueng Bata, Kota
Banda Aceh sebagai tergugat yang telah memberikan kuasa khusus kepada legal
officer pada PT Bank Aceh Syari’ah. Penggugat mengajukan gugatan kepada
tergugat karena tergugat menghiraukan itikad baik dari penggugat.

Berawalnya kasus ini dari penggugat sebagai nasabah yang mengajukan
3 (tiga) fasilitas pembiayaan pada Bank Aceh Syari’ah. Fasilitas pembiayaan
tersebut terdiri atas fasilitas | pembiayaan investasi dan pembangunan pabrik
tepung tapioka sejumlah Rp 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan
menggunakan akad murabahah dan dengan jaminan pembiayaan berupa sebuah
rumah tinggal sebagai agunan, fasilitas Il pembiayaan modal kerja pembelian
bahan baku dan operasional sejumlah Rp 500.000.000.- (lima ratus ribu rupiah)
dengan menggunakan akad musyarakah, dan fasilitas 111 pembiayaan investasi
untuk sarana dan prasarana pabrik tepung sejumlah Rp 250.000.000.- (dua ratus
lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan akad murabahah dan pabrik
tepung sebagai agunan. Tujuan pemberian pembiayan tersebut adalah untuk
memenuhi kebutuhan penggugat untuk membangun dan menjalankan kegiatan
usaha pabrik tepung milih penggugat yang lokasinya barunya di Peureulak Aceh
Timur (sebelumnya berlokasi di Aceh Pidie, dan Saree, Aceh Besar).’

Setelah mengambil 3 fasilitas pembiayaan, penggugat telah membayar
angsuran pada fasilitas pembiayaan | mulai dari pokok dan bunga kurang lebih
Rp 400.000.000.- (empat ratus juta rupiah) dari jumlah pinjaman sebanyak Rp
1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dan tersisa sekitar Rp 733.000.000.- (tujuh

" Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Nomor
260/Pdt.G/2023/MS.Bna.



ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), pada tahun kedua operasional pabrik tepung
penggugat berhenti membayar angsuran pembiayaan sehingga merugikan
perusahaan pada pihak tergugat. Alasan penggugat tidak membayar angsuran
pembiayaan karena usaha milik penggugat terganggu dan mengalami kemacetan
pada proses produksi dan penjualan tepung yang disebabkan covid-19, sehingga
penggugat murni mengalami force majeure untuk tidak dapat membayar
angsuran pembiayaan.®

Pada fasilitas pembiayaan Il dan Ill tergugat telah memberikan solusi-
solusi terkait produksi dan pemasaran agar usaha milik penggugat bisa kembali
beroperasi secara normal namun penggugat tidak menjalankan poin-poin yang
disarakan tergugat. Lalu pada fasilitas pembiayaan | tergugat juga sudah
melakukan upaya untuk dilakukan restrukturisasi, baik restrukturisasi normal
maupun restrukturisasi covid-19. Akan tetapi untuk restrukturisasi covid tidak
dapat diberikan kepada penggugat karena restrukturisasi covid hanya dapat
diberikan pada nasabah dengan kondisi kolektibilitas 1 lancar atau 2 dalam
perhatian khusus, sedangkan saat itu kondisi pembiayaan penggugat dalam
keadaan kurang lancar dengan kolektibilitas 3 yaitu menunggak dan tidak
mampu membayar kewajibannya pada Bank Aceh Syari’ah. Saat tergugat
menawarkan upaya restrukturisasi normal, tergugat mengabaikan itikad baik
tergugat dan tidak menyiapkan data-data terkait target pasar dan kontrak
kerjasama penjualan penggugat yang diminta oleh tergugat untuk kebutuhan
analisa. Sesuai dengan SOP bank yang berlaku, akibat dari penggugat yang tidak
memenuhi perjanjian pada pembiayaan yang diambil akhirnya tergugat

melakukan pelelangan terhadap aset agunan penggugat setelah memberikan

8 Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Nomor
260/Pdt.G/2023/MS.Bna.



surat peringatan (SP I, SP IlI, dan SP I1ll) sebagai bentuk penyeleseaian
pembiayaan penggugat.’

Pihak majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan mediasi,
musyawarah, dan mufakat, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga
penggugat tetap mengajukan gugatan untuk menyelesaikan perkara. Atas
gugatan tersebut, pihak tergugat menyampaikan jawaban atas gugatan dan
repliknya dengan menyatakan bahwa tergugat menolak semua dalil gugatan
penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat, pihak
tergugat juga merasa sudah memenuhi segala kewajiban yaitu berupa
memberikan kesempatan restrukturisasi normal atas pembiayaanya.

Berdasarkan fakta pada persidangan pihak majelis hakim menolak
gugatan penggugat dengan pertimbangan bahwa keputusan tergugat menolak
permohonan penggugat untuk melakukan restrukturisasi ulang atas fasilitas
pembiayaan dan mempertimbangkan kembali untuk tidak melelang jaminan
yang berupa rumah milik penggugat sudah sesuai dengan prosedur hukum, dan
pihak penggugat juga terukti melakukan wanprestasi atau cidera janji dalam
akad pembiayaan yang telah dibuat, maka gugatan dari penggugat harus
dinyatakan ditolak.

Putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh dengan tegas
menolak gugatan penggugat karena sengketa tentang restrukturisasi pembiayaan
yang dibutuhkan pihak nasabah debitur dalam hal ini sebagai penggugat harus
diselesaikan secara internal bank syari’ah, dan tidak ada materi hukum yang
harus diselesaikan secara litigasi di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.
Berdasarkan putusan tersebut penulis ingin mengkaji secara yuridis ketentuan
restrukturisasi yang seharusnya menjadi hak yang dapat diakses oleh nasabah

debitur bank, untuk itu urgen diteliti substansi putusan ini dengan judul riset

® Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Nomor
260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

10 Data Dokumentasi Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh, Nomor
260/Pdt.G/2023/MS.Bna.



yaitu: “Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh Terhadap
Penolakan Restrukturisasi Pembiayaan Penggugat (Studi Kasus Putusan
Hakim Mahkamah Syar’iyah Nomor 260/Pdt. G/2023/MS.Bna)”..

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka
perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim pada putusan terhadap materi
gugatan tentang restrukturisasi pembiayaan yang mengalami kendala
bayar oleh nasabah debitur pada Bank Aceh Syari’ah?

2. Mengapa majelis hakim menolak gugatan untuk pemenuhan
restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang diajukan oleh
penggugat dalam putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka
yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim pada putusan terhadap
materi gugatan tentang restrukturisasi ulang nasabah pada pembiayaan
yang mengalami kendala bayar pada Bank Aceh Syari’ah.

2. Untuk menganalisis alasan majelis hakim menolak gugatan untuk
pemenuhan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah yang diajukan
oleh penggugat dalam putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

D. Penjelasan Istilah

Agar mudah memahami variabel penelitian ini, penulis penting
menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam skripsi ini, sehingga
pembahasan dari variabel menjadi lebih mudah dan lebih jelas dipahami.

Adapun istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan sebagai berikut:



1. Analisis Putusan Hakim

Analisis adalah investigasi terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui
keadaan yang sesungguhnya. Menurut Wiradi, analisis merupakan sebuah
aktivitas yang memuat kegiatan memilah, mengurai, membedakan sesuatu
untuk digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari
taksiran makna dan kaitannya.!

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, putusan merupakan keputusan pengadilan atas perkara
gugutan berdasarkan adanya suatu sengketa.

Menurut Addul Manan putusan merupakan kesimpulan akhir yang
diambil oleh majelis hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam
menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara pihak-pihak yang
berpekara dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.*?

Putusan hakim merupakan kata majemuk sebagai arti dari al-gadha’
yang merupakan kata dalam bahasa Arab yang berarti pengadilan atau
kehakiman, istilah popular putusan hakim juga dikenal sebagai vonis yang
merupakan unsur serapan dari bahasa Belanda vonnis yang berarti putusan
pengadilan atau putusan hakim. Dalam istilah hukum, putusan hakim atau
vonis merupakan keputusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan setelah
mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang terkait dengan suatu kasus
hukum. Putusan hakim atau vonis merupakan produk akhir dari proses
hukum yang melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam kasus tersebut dan
mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi semua pihak yang terlibat.

Putusan hakim merupakan wewenang pengadilan untuk memberikan

' Aris Kurniawan, Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, Tersedia:
http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/, diakses
pada Tanggal 28 Februari 2024.

12° Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Kencana, 2006), him.
292.


http://www.gurupendidikan.com/13-pengertian-analisis-menurut-para-ahli-didunia/

keputusan terhadap perkara yang sedang terjadi atau biasa disebut
“jurisdictio cententiosa”*®

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo, yang dimaksud dengan
putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang
diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk
mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara antar pihak. Bukan hanya
yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang
dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim
dipersidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan
sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

Analisis putusan hakim yang penulis maksudkan yaitu suatu upaya
yang dilakukan secara ilmiah dan sistematis untuk mengkaji hasil dari
persidangan majelis hakim Mahkamah Syar’iyah untuk menyelesaikan
suatu perkara yang menjadi objek persidangan.

2. Mahkamah Syar’iyah

Mahkamah Syar’iyah sebagai lembaga khusus yang dimiliki Provinsi
Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam. Mahkamah Syar’iyah ini dibentuk
sebagai pengganti dari Pengadilan Agama, karena Mahkamah Syar’iyah
memiliki kompetensi untuk Peradilan Syari’ah Islam sebagaimana
ditetapkan  dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh pada Pasal 128 Ayat (2), bahwa Mahkamah Syar’iyah
merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam berada di
Aceh.t

Adapun wewenang Mahkamah Syar’iyah terdapat dalam Pasal 128
Ayat (3) yang berbunyi, “Mahkamah Syar’iyah berwenang memeriksa,

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang

13 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: PT Rajawali Press,
2006), him. 203.

14 Yusrizal Efa Laela Fakhrizal, Kewenangan Mahkamah Syar’iyah di Aceh
dihubungkan dengan Sistem Peradilan di Indonesia, (Pustaka Unpad, 2014), him. 2.
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ahwal al-asyakhsiyah (hukum keluarga), jinayah (hukum pidana), dan
muamalah (hukum perdata) yang didasarkan atas syariat Islam”.

Mahkamah Syar’iyah yang penulis maksudkan di sini yaitu lembaga
peradilan di Aceh yang memiliki kekhususan karena kompetensi absolutnya
memiliki cakupan lebih luas dari Pengadilan Agama yang diatur dalam
Qanun No. 10 Tahun 2002 untuk menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama dan tingkat banding antara orang-orang yang beragama Islam.

3. Penolakan

Secara literal penolakan berarti cara untuk menyampaikan perasaan
tidak setuju terhadap suatu ungkapan. Setiap penolakan yang diutarakan
oleh penutur biasanya memilik alasan tertentu yang disampaikan kepada
lawan tutur. Penutur menggunakan tuturan yang menggunakan makna
implisit menolak terhadap lawan tutur. Oleh karena itu dibutuhkan strategi
penolakan dalam melakukan sebuah penolakan. Dalam ADR penolakan
merupakan salah satu penyebab timbulnya konflik sosial. Konflik dilatar
belakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu
interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri
fisik, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, gagasan, dan lain sebagainya.™

Penolakan yang penulis maksudkan di sini yaitu keputusan
Mahkamah Syar’iyah untuk menolak permohonan yang diajukan oleh salah
satu pihak dalam sebuah kasus hukum. Hal ini disebabkan oleh berbagai
alasan, seperti kurangnya bukti, kelemahan argumen hukum atau melanggar
prosedur Mahkamah Syar’iyah.

4. Restrukturisasi

Pengertian restrukturisasi menurut Peraturan Bank Indonesia No.

10/18/PBI1/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syari’ah

dan Unit Usaha Syari’ah Pasal 1 Ayat 7, disebutkan bahwa: “restrukturisasi

15 Andri Wahyudi, “Konflik, Konsep Teori dan Permasalahan”, Jurnal Teori
Kepemimpinan, Vol. 8, No. 1, (2022), him. 1.
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pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu
nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya”. (Bank Indonesia,
Peraturan Bl Nomor 10/18/2008 Pasal 1) dengan adanya restrukturisasi
pembiayaan, maka kegiatan usaha atau pembiayaan nasabah dapat berjalan
kembali seperti biasa, sehingga nasabah mampu membayar kewajibannya
dan risiko keuangan bank syari’ah pun dapat dihindari.®

Restrukturisasi yang penulis maksudkan di sini yaitu suatu upaya
yang dilakukan pihak Bank Aceh Syari’ah yang mencakup pembaharuan
atau penyeseuaian terhadap pembiayaan. Ini bisa melibatkan perpanjangan
waktu permbayaran pinjaman, penundaan pembayaran, atau penggabungan
beberapa pinjaman menjadi satu, tergantung pada pada situasi keuangan
nasabah debitur dan kebijakan bank. Tujuannya adalah untuk membantu
nasabah debitur yang mengalami kesulitan finansial agar tetap dapat
memenuhi kewajibannya dan menghindari kebangkrutan.
Pembiayaan

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syari’ah dalam menyalurkan
dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syari’ah. Penyaluran
dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang
diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana, bahwa dana dalam
bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar.'’

Pengertian pembiayaan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Pasal 1 Ayat (12) pembiayaan berarti penyediaan uang atau tagihan yang
dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan

antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai

16 Pperaturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi

Pembiayaan Bagi Bank Syari’ah dan Unit Usaha Syari’ah.

105.

Y7 \smail, Perbankan Syari’ah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), him.
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untuk mengembalikan sejumlah uang atau tagihan tersebut setelah jangka
waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil.!8

Pembiayaan yang penulis maksudkan vyaitu salah satu bentuk
penyaluran dana oleh Bank Aceh Syari’ah kepada para debitur dengan
tujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi atau membantu para debitur
memenuhi kebutuhan finansial yang bisa berupa pinjaman, investasi bisnis,
dan lainnya.

6. Penggugat

Penggugat adalah orang atau pihak yang mengajukan perkara ke
lembaga peradilan disebabkan merasa dirugikan haknya oleh orang atau
pihak lain. Pihak penggugat dalam bahasa Belanda disebut leiser.
Penggugat dapat terdiri dari seorang dan mungkin gabungan dari beberapa
orang. Dalam penyeleseaian perkara di muka hakim harus ada pihak
penggugat dan yang digugat.®

Penggugat yang penulis maksudkan yaitu debitur Bank Aceh Syari’ah
yang mengajukan tuntutan atau gugatan kepada Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda Aceh terhadap pihak Bank Aceh Syari’ah sebagai kreditur, karena
pihak penggugat merasa dirugikan atas kebijakan yang dilakukan oleh
manajemen Bank Aceh Syari’ah sehingga gugatan tersebut dilakukan untuk
memberikan  keadilan bagi debitur - untuk memperoleh fasilitas

restrukturisasi pembiayaan.

E. Kajian Pustaka
Kajian pustaka dalam penelitian ini ditujukan untuk mempertegas posisi
riset sebagai karya ilmiah dalam menghindari plagiat dalam penelitian ini, maka

penulis perlu untuk menelaah dan mengkaji karya ilmiah yang berhubungan

18 Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), him. 83.
19 Riadi, Hukum Acara Pidana, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019), him. 20.
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dengan permasalahan yang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang
akan diteliti dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Naufal dengan judul
“Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2018/MS.Bna Terhadap Gugatan
Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bank Syari’ah Mandiri Cabang Banda
Aceh” salah satu mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk
mengetahui pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iah Kota Banda Aceh
pada kasus gugatan restrukturisasi pembiayaan murabahah Bank Syari’ah
Mandiri cabang Banda Aceh dan untuk mengetahui mengapa majelis hakim
menolak gugatan untuk pemenuhan restrukturisasi yang diajukan oleh
Penggugat.?°

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa berdasarkan pertimbangan
yang dibuat oleh majelis hakim yaitu yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis
yang terungkap dalam persidangan dan non yuridis yaitu pertimbangan hakim
yang tidak didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam
persidangan. Alasan majelis hakim menolak gugatan restrukturisasi pembiayaan
murabahah yang diajukan oleh tergugat dikarenakan tidak terpenuhinya unsur
perbuatan melawan hukum tercantum di dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan
kemudian berdasarkan bukti-bukti yang diberikan hakim menilai apa yang
dilakukan oleh pihak tergugat sudah sesuai dengan ketentuan yang diberikan
oleh Pasal 52 Ayat a dan b No. 14/15/2012 dan Surat Edaran Bank Indonesia
No. 15/28/DPNP Tahun 2013 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum serta
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2015, namun pihak
penggugat gagal membayarnya karena usaha penggugat belum juga berjalan,

dikarenakan pihak tergugat melihat tidak adanya potensi usaha dari penggugat

20 Muhammad Naufal, “Analisis Putusan Hakim No. 319/Pdt.G/2018/MS.Bna
Terhadap Gugatan Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah Bank Syar’iyah Mandiri Cabang
Banda Aceh”, Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Ar-Raniry, 2023).
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untuk tumbuh kembali, keputusan tergugat untuk menolak restrukturisasi
kembali sudah sesuai dengan aturan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa terdapat
persamaan dan perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang
penulis kaji, persamaan antara kedua penelitian tersebut adalah sama-sama
menganalisis mengenai pertimbangan hukum dari hakim dan akibat hukum
dalam perkara restrukturisasi, kemudian yang membedakan penelitian ini
dengan yang penelitian yang penulis kaji adalah pada penelitian ini
permasalahan yang diteliti pertimbangan hukum hakim Mahkamah Syar’iyah
Kota Banda Aceh pada kasus gugatan restrukturisasi pembiayaan murabahah,
sedangkan yang penulis kaji adalah untuk mengetahui penemuan hukum dan
putusan hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh terhadap materi gugatan
tentang restrukturisasi ulang nasabah pada pembiayaan yang mengalami kendala
bayar pada Bank Aceh Syari’ah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Sablina Gabriella, dengan judul
“Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Restrukturisasi Perjanjian Kredit Macet

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor;

16/Pdt.G/2019/PN.Bgr) » mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera
Utara, 2022. Skripsi ini ditulis untuk menganalisis dasar hukum dan
pertimbangan hakim dalam penolakan permohonan restrukturisasi yang diajukan
oleh debitur. %

Dari skripsi ini menjelaskan bahwa penerapan restrukturisasi kredit
bermasalah dilakukan bank dengan mengacu pada PBI No. 14/15/PBI1/2012 dan
prosedur internal bank. Nasabah yang dapat menerima restrukturisasi kredit
ialah yang memenuhi kriteria Pasal 52 Peraturan Bank Indonesia No.
14/15/PBI1/2012. Faktor-faktor yang menjadi penyebab penolakan restrukturisasi

21 Sablina Gabriella, “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Restrukturisasi Perjanjian
Kredit Macet (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor. 16/Pdt.G/2019/PN.Bgr)”,
Skripsi, (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2022).
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kredit ialah dimana debitur tidak memenuhi syarat dalam Pasal 52 PBI No.
14/15/Tahun 2012, tidak terpenuhinya assessment bank, tidak kooperatif, tidak
terbuka, dan tidak adanya itikad baik debitur. Pertimbangan hakim pada putusan
tersebut yaitu hakim menyatakan bahwa penolakan permohonan restrukturisasi
debitur ialah tindakan yang benar dan tidak melawan hukum karena penolakan
tersebut dilandasi oleh Pasal 52 PBI No. 14/15/Tahun 2012. Dasar pertimbangan
hakim pada putusan tersebut sudah tepat dengan mengacu pada Pasal 52 PBI
No. 14/15 Tahun 2012 namun hakim juga harus mempertimbangkan prosedur
internal bank.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti
adalah sama-sama menganalisis mengenai putusan hakim. Adapun yang menjadi
perbedaan dari kedua penelitian tersebut adalah majelis hakim menolak seluruh
gugatan penggugat berdasarakan tidak memenuhi syarat dalam Pasal 52 PBI No.
14/15/Tahun 2012 syarat dalam Pasal 52 PBI No. 14/15/Tahun 2012 oleh
debitur. Sedangkan pada kasus yang penulis teliti adalah majelis hakim menolak
gugatan pihak penggugat seluruhnya dalam putusan No. 260/Pdt.G/2023
Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Laila Fridha Ramadhanty dengan judul
“Analisis Putusan Pengadilan No. 647/Pdt/2020/Pt Surabaya Tentang
Restrukturisasi  Perjanjian Kredit” salah satu mahasiswi Universitas
Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Fakultas Hukum, 2021. Penulisan
skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim yang menolak
putusan pengadilan tingkat pertama No. 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya tentang
restrukturisasi perjanjian kredit dan alasan hakim mengabulkan pengajuan
banding dalam putusan No. 647/PDT/2020/PT Surabaya. 2

22 Laila Fridha Ramadhanty, “Analisis Putusan Pengadilan Nomor. 647/Pdt/2020/Pt
Surabaya Tentang Restrukturisasi Perjanjian Kredit”, Skripsi, (Jawa Timur: Universitas
Pembangunan Nasional Veteran, 2021).
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Dalam skripsi ini menunjukkan bahwa putusan pengadilan No.
647/Pdt/2020/Pt Surabaya yang dianalisis oleh penulis merupakan putusan dari
pengajuan banding dari kasus No. 1085/Pdt.G/2019/PN Surabaya tentang
restrukturisasi perjanjian kredit yang mana pada putusan tersebut majelis hakim
tidak dapat mengabulkan permohonan penggugat karena pelelangan hak
tanggungan atas nama penggugat yang dilakukan oleh tergugat tidak termasuk
perbuatan melawan hukum dan restrukturisasi kredit yang diajukan agar
penggugat dapat membayar tunggakan bunga kredit yang belum dibayar juga
tidak dapat dilakukan karena penggugat melanggar perjanjian pembiayaan yang
telah diambil.

Berdasarkan penjelasan diatas yang menjadi persamaan antara penelitian
ini dengan penelitian yang penulis tulis adalah sama-sama menganalisis putusan
hakim pada restrukturisasi dan yang menjadi perbedaan dari skripsi tersebut
dengan karya ilmiah yang akan dibuat oleh penulis yaitu pada jenis putusan
yang akan dianalisis, putusan tersebut merupakan putusan pengajuan banding
No. 647/Pdt/2020/Pt. Surabaya yang pada putusan sebelumnya gugatan
penggugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim. Sedangkan putusan yang
penulis analisis merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dengan perkara
No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Rizqi Jauharotul Amalia dan lza
Hanifuddin yang berjudul “Restrukturisasi Pembiayaan Pada Bank Syari’ah di
Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam” Dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
Artikel ini ditulis untuk mengkaji restrukturisasi pembiayaan pada bank syari’ah
di masa pandemi covid-19 perspektif hukum perikatan Islam.?® Wabah covid-19

yang telah menginfeksi hampir seluruh belahan dunia berdampak pada semua

23 Rizqi Jauharotul Amalia dan Iza Hanifuddin, “Restrukturisasi Pembiayaan Pada
Bank Syari’ah di Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Hukum Perikatan Islam”, Artikel,
(Ponorogo: 1AIN, 2021).
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dimensi, sosial, politik, maupun ekonomi. Dampak dalam hal perekonomian
pada lembaga keuangan syari’ah yakni tentang pembiayaan yang bermasalah.
Pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan berpotensi mengganggu Kinerja
perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi.

Penulisan artikel ini bertujuan untuk melihat keadaan ekonomi akibat
pandemi dan strategi pemulihan pembiayaan di lingkup perbankan ditinjau dari
perspektif hukum perikatan Islam. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa
bank syari’ah dalam memberikan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah
UMKM akibat Pandemi covid-19 didasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan No. 16/POJK.03/2014, yakni hanya dapat diberikan kepada nasabah
yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank akibat
usahanya terdampak covid-19.

Tahapan restrukturisasi yaitu rescheduling, reconditioning, dan
restructuring. Semua tahapan ini dilakukan guna memenuhi tujuan akad awal
seorang nasabah dengan pihak bank, yaitu untuk melahirkan suatu akibat hukum
atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak
melalui pembuatan akad. Karena akad dalam hukum perikatan berarti mengikat,
yang mana seorang debitur diwajibkan untuk menyelesaikan pembayaran
angsuran sampai batas waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan penjelasan di atas terdapat persamaan dan perbedaan terkait
penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis Kkaji, persamaan antara
penelitian ini dengan penelitian yang penulis buat adalah kedua penelitian ini
sama-sama berfokus membahas mengenai restrukturisasi pembiayaan pada bank
syari’ah, sedangkan yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitan
yang penulis kaji adalah pada penelitian tersebut berfokus kepada bagaimana
proses restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah di masa pandemi covid-19
perspektif hukum perikatan Islam. Penelitian tersebut bertujuan untuk melihat

keadaan ekonomi akibat pandemi dan strategi pemulihan pembiayaan di lingkup
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perbankan ditinjau dari perspektif hukum perikatan Islam. Sedangkan penelitian
yang penulis kaji bertujuan untuk meneliti bagaimana Putusan Mahkamah
Syar’iyah terhadap gugatan restrukturisasi yang diajukan nasabah bank syari’ah
ketika nasabah mengalamai kesulitan dalam membayar pembiayaan murabahah.

Kelima, penelitian yang ditulis oleh Irfan Harmoko, dosen Mata Kuliah
Operasional Perbankan Syari’ah, Fakultas Syari’ah, IAIN Kediri, yaitu artikel
yang berjudul “Mekanisme Restrukturisasi pembiayaan pada akad pembiayaan
murabahah dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah”. Tujuan dari
penulisan artikel ini adalah untuk membahas mekanisme restrukturisasi
pembiayaan dalam kontrak pembiayaan murabahah di perbankan syari’ah.

Dalam penelitian ini, dibahas mekanisme restrukturisasi pembiayaan
dalam kontrak pembiayaan murabahah di perbankan syariah. Penelitian ini juga
membahas pentingnya penyelesaian pembiayaan bermasalah dan peran
restrukturisasi dalam meningkatkan kinerja bank syari’ah. Artikel ini
menjelaskan bahwa pembiayaan murabahah umumnya digunakan dalam
perbankan syari’ah dan membahas prinsip-prinsip dan karakteristik perbankan
syari’ah. Artikel ini juga menekankan perlunya bank syari’ah untuk mematuhi
prinsip-prinsip syari’ah dalam operasionalnya. Perbankan syari’ah memainkan
peran penting dalam ekonomi dan memberikan solusi alternatif terhadap konflik
antara perbankan berbasis bunga dan prinsip-prinsip syari’ah.?

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan
penelitian yang penulis tulis di antaranya perbedaan pada penelitian ini yang
dibahas adalah bagaimana mekanisme restrukturisasi pembiayaan murabahah,
pada penelitian ini juga dibahas pentingnya penyelesaian pembiayaan
bermasalah, sedangkan pada penelitian yang penulis tulis membahas mengenai

penolakan gugatan restrukturisasi pembiayaan yang diajukan oleh penggugat

2 Irfan Harmoko, “Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan
Murabahah Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah”, Jurnal: Qawanin, Vol. 2,
No.2, (Juli 2018).
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yaitu nasabah kepada tergugat yaitu pihak perbankan yang menolak memberikan
restrukturisasi pembiayaan. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian
yang penulis tulis adalah sama-sama membahas mengenai restrukturisasi

pembiayaan yang bermasalah dan tidak dapat di selesaikan oleh nasabah.

F. Metode Penelitian.

Skripsi ini harus menempuh prosedur riset untuk menghasilkan kajian
yang sistematis dengan menggunakan data-data yang relevan sesuai kebutuhan
penelitian, sehingga hasil penelitiannya dapat dipertanggungjawabkan secara
ilmiah. Untuk itu penulis mutlak harus menggunakan prosedur penelitian yang
sistematis sebagaimana ditetapkan dalam metode penelitian sehingga seluruh
alur _dan proses penelitian dapat dilakukan dengan baik untuk menghasilkan
sebuah analisis yang logis didasarkan data-data yang empirik yang riil sesuai
dengan kasus yang penulis teliti yaitu putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Untuk memperoleh gambaran lengkap tentang prosedur dan langkah-
langkah penelitian yang penulis lakukan berikut ini dijelaskan tahapan-
tahapannya sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis
normatif, penelitian hukum berdasarkan data dokumentasi dalam bentuk
putusan hakim. Pendekatan penelitian yuridis normatif ini dilakukan
berdasarkan bahan hukum utama yang menjadi bahan analisisnya. Adapun
penggunaan pendekatan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep,
asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
masalah yang diteliti, untuk melihat penyelesaian gugatan yang dilakukan
nasabah debitur terhadap Bank Aceh Syari’ah untuk memperoleh
restrukturisasi pembiayaan dan pertimbangan pelelangan objek jaminan,
yang ditetapkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh
dengan putusan No. 260/Pdt.G/2023.
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2. Jenis Penelitian

Riset ini termasuk dalam penelitian kualitatif (qualitative research)
dengan penggunaan data dalam bentuk putusan hakim atas perkara gugatan
restrukturisasi pembiayaan yang dilakukan oleh pihak nasabah debitur,
secara yuridis formal perlu dianalisis untuk mendapatkan penggambaran
yang jelas dari data-data  diperolehn  dalam  putusan  No.
260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

Secara spesifik penelitian hukum normatif ini dikhususkan untuk
mengkaji materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim dan
putusan hakim, dengan menggunakan metode case study (studi kasus)
dengan membahas dan menjabarkan isi putusan yang dibuat oleh hakim
sehingga putusan tersebut dapat diketahui tingkat kebenaran dan
keadilannya terutama dari sisi teks-teks hukum yang berkaitan dengan
perkara yang dilakukan dalam pengadilan. Oleh karena itu secara faktual
teknik analisis ini penting untuk mengetahui keseluruhan isi dari suatu
putusan yang dibuat oleh hakim. Hal tersebut akan menjadi yurisprudensi
dari suatu perkara yang ditiru oleh hakim lainnya. Adapun yang menjadi
putusannya yaitu putusan di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh No.
260/Pdt.G/2023.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan referensi yang digunakan untuk mendapatkan
data dalam penelitian, seperti informan, responden, catatan benda, dokumen
serta suatu proses yang dapat dikumpukan melalui observasi, dan
dokumentasi.?®

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu dalam
bentuk data dokumentasi yang merupakan sumber hukum primer dalam
bentuk putusan No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.

% Muhammad Siddig, Buku Pedoman Penulisan Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 2019), him. 37.
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4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka
penulis menggunakan teknik pengumpulan data dalam bentuk data
dokumentasi vyaitu putusan hakim No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna. Data
dokumentasi ini menjadi data utama untuk mengetahui seluruh rangkaian
kasus mulai dari materi gugatan, fakta persidangan, pertimbangan hakim
hingga putusan hakim.

Selain data tersebut penulis juga membutuhkan telaah literatur berupa
referensi dalam bentuk buku, jurnal, artikel, media massa online, dan
berbagai riset baik yang dipublikasi maupun tidak.

5. Langkah Analisis Data

Setelah semua data selesai dikumpulkan dengan lengkap, tahap
berikutnya ialah langkah analisis data. Analisis data adalah proses
penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterprestasikan.
Pada tahap ini data akan diolah untuk memperoleh kebenaran-kebenaran
yang dapat digunakan dalam menjawab persoalan-persoalan yang diajukan
dalam penelitian.?® Pada tahap ini data akan di olah untuk memperoleh
kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan yang akan
diajukan dalam rumusan masalah, kemudian akan diadakan penyajian data
lalu ditarik kesimpulan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode case study
atau studi kasus melalui pendekatan kualitatif. Yang dianalisis yaitu putusan
di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh No. 260/Pdt.G/2023/MS.Bna.
Selanjutnya untuk mendapatkan hasil akhir dari penelitian ini maka

diperlukan analisis isi secara analitis dan kritik.

2 1bid, him.17-18.
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6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan ini penulis berpedoman kepada Buku
Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, Kamus Besar Bahasa Indonesia
(KBBI), dan Al-Qur’an serta Terjemahannya yang diterbitkan oleh
Departemen Agama Republik Indonesia. Berdasarkan pedoman tersebut,
penulis dapat berupaya menyajikan penelitian secara sistematis, ilmiah dan
mudah dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini bertujuan untuk memudahkan penulisan dan
pemahaman. Maka sistematika pada pembahasan dalam karya ilmiah ini terbagi
atas 4 (empat) bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub bab
lainnya yang saling berhubungan dan berkaitan antara satu dan yang lain.
Adapun sistematika pembahasannya adalah:

Bab satu, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan,
sehingga dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan
penulisan karya ilmiah ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian
dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan yang berisikan kajian teoritis mengenai
tinjauan umum landasan teori, yang berisikan pertimbangan hakim dalam
putusan pengadilan dan konsep restrukturisasi pembiayaan dalam ketentuan
operasional perbankan syari’ah, yaitu pengertian restrukturisasi pembiayaan dan
dasar hukumnya, pendapat ulama tentang restrukturisasi pembiayaan, urgensi
dan restrukturisasi pembiayaan sebagai hak nasabah debitur Bank Aceh
Syari’ah, Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh pada Putusan No.
260/Pdt.G/2023/MS.Bna.
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Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi hasil penelitian yang
dilakukan oleh penulis, yaitu deskripsi perkara dalam putusan hakim No.
260/Pdt.G/2023/MS.Bna., alasan majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota
Banda aceh menolak gugatan penggugat dan analisis pertimbangan hakim pada
putusan terhadap materi gugatan restrukturisasi pada pembiayaan murabahah
yang mengalami kendala bayar pada Bank Aceh Syari’ah

Bab empat, merupakan penutup Yyang berisi kesimpulan dari
pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan

penelitian dan penyusunan karya ilmiah.



